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Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki profesionalisme dan kompetensi
yang memadai, berdayaguna, dan berhasilguna dalam melaksanakan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam rangka
pengembangan karier, profesionalisme, dan kompetensi, diatur
tentang kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki
jabatan fungsional.

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang dimaksud, telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur pembinaan
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang
didalamnya antara lain memuat ketentuan tentang wewenang
penetapan rumpun jabatan fungsional, jabatan fungsional dan angka
kredit, serta instansi pembina jabatan fungsional.

Penetapan Instansi Pembina Jabatan Fungsional diperlukan
dalam rangka melakukan penetapan dan pengendalian terhadap
standar profesi yang antara lain:

a. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional,

b. penetapan . . .
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